Il. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap
pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan
sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.
Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van
Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :°

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-
turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan
pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil
mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan
menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana meteril dan hukum pidana formil sebagai
berikut:*°

1. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang
menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi
pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat
dihukum dan dapat menetapkan hukuman ataas pelanggaran pidana.

2. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur
cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang
dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara
bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh
keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

°  Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika,. Jakarta, 2005, him. 2.
10 B
Ibid
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Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan
atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil
dalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum

pidana materil.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan
secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-
konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat.
Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatunkan bukan
karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan

orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan
sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang
pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan
serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila
melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;

2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;

3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.
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B. Jenis-jenis Pemidanaan

Hukum pidana indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal
10 KUHP yakni :
1. Pidana Pokok

a. Pidana mati

b. Pidana penjara

c. Pidana kurungan

d. Pidana denda
2. Pidana Tambahan

a. Pencabutan hak-hak tertentu

b. Perampasan barang-barang tertentu

c. Pengumuman putusan hakim
Adapun mengenai kualifikasi urut-urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah
didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang
disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai
tambahan terhadap pidana-pidana pokok , dan biasanya bersifat fakultatif (artinya
dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan

sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP

menjadi bersifat imperatif atau keharusan.

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah
sebagai berikut:'

1. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali
dalam hal perampasan barng-barang tertentu terhadap anak-anak yang
diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan
kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).

1 Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Bandung, Alfabeta, 2010, him. 77.
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2. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya
pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif
(artinya bisa dijatunhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap
kejahatan sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis,
261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan).

Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan suatu tindakan
eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari putusan hakim dapat dijalankan.
Berikut ini penjelasan tentang jenis-jenis dari pidana tersebut di atas adalah
sebagai berikut :

1. Pidana Pokok

a. Pidana Mati

Sebagai mana yang ditentukan dalam pasal 11 KUHP yaitu :

“pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantunngan pada leher terpidana

kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri’.

Di dalam negara Indonesia tindak pidana yang diancam pidana mati semakin
banyak yaitu pelanggaran terhadap Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP,
Pasal 124 ayat (3) KUHP, Pasal 140 ayat (4) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365
ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 ayat (2) KUHP, dan Pasal 368 ayat
(2) KUHP , pasal 2 ayat (2) UU No.31 tahun 1999 yang telah diubah dan
ditambah dengan UU NO’20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana

korupsi.

Pidana mati juga tercantum dalam Pasal 6, 9, 10, 14 Undang-undang Nomor 1
Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Berdasarkan Pasal

15 pidana mati juga bagi perbuatan jahat, percobaan atau pembantuan kemudahan,
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sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana terorisme di luar wilayah

Indonesia terhadap delik tersebut di muka (Pasal 6, 9, 10, dan 14).

Apabila terpidana dijatuhi hukuman mati, maka eksekusi putusan akan
dilaksanakan setelah mendapatkan Fiat Eksekusi dari Presiden (Kepala Negara)
berupa penolakan grasi walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan
permohonan grasi. Kemudian untuk pelaksanaan pidana mati tersebut orang harus

juga memperhatikan beberapa ketentuan yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 2

Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi yang menyatakan:

1) Jika pidana mati dijatuhkan oleh Pengadilan maka pelaksanaan dari pidana
mati tersebut tidak boleh dijalankan selama 30 hari terhitung mulai hari-hari
berikutnya dari hari keputusan itu menjadi tidak dapat diubah kembali,
dengan pengertian bahwa dalam hal keputusan dalam pemerikasaan ulangan
yang dijatuhkan oleh pengadilan ulangan, tenggang waktu 30 hari itu dihitung
mulai hari berikutnya dari hari keputusan itu telah diberitahukan kepada
terpidana.

2) Jika terpidana dalam tenggang waktu yang tersebut di atas tidak mengajukan
permohonan grasi, maka Panitera tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) yakni
Panitera dari pengadilan yang telah memutuskan perkaranya pada tingkat
pertama harus memberitahukan hal tersebut kepada Hakim atau Ketua
Pengadilan dan Jaksa atau Kepala Kejaksaan tersebut dalam Pasal 8 ayat (1),
(3) dan (4) yakni Hakim, Ketua Pengadilan, Kepala Kejaksaan pada

pengadilan yang memutus pada tingkat pertama serta Jaksa yang melakukan
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penuntutan pada peradilan tingkat pertama dengan catatan bahwa ketentuan-
ketentuan dalam Pasal 8 berlaku dalam hal ini.

3) Pidana mati itu tidak dapat dilaksanakan sebelum Putusan Presiden itu sampai
kepada Kepala Kejaksaan yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pada

pegawai yang diwajibkan putusan hakim.

Dengan demikian pelaksanaan pidana mati harus dengan Keputusan Presiden
sekalipun terpidana menolak untuk memohon pengampunan atau grasi dari
Presiden. Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang
hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan
Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan

memperhatikan kemanusiaan.

b. Pidana Penjara
Menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah ** menegaskan bahwa “Pidana penjara
merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”. Pidana penjara
atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana
penjara tetapi juga berupa pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari penjara
sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. Sebagaimana telah
ditegaskan oleh Roeslan Saleh, bahwa:*?
“Pidana penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan,
dan pidana penjara ini dapat dijatunkan untuk seumur hidup atau untuk

sementara waktu”.

2 Ibid, him. 91.
¥ 1bid, him. 92.
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Pidana seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang juga ada ancaman pidana
matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun). Sedangkan
P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa:**

Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan
kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan
menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan dengan
mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang
berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu
tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada
beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatasi, seperti hak untuk
memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang

jabatan publik, dan lain-lain.

Masih banyak hak-hak kewarganegaraan lainnya yang hilang jika seseorang
berada dalam penjara sebagaimana yang dinyatakan oleh Andi Hamzah, yaitu:™

Pidana penjara disebut pidana kehilangan kemerdekaan, bukan saja dalam arti
sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, tetapi juga narapidana itu kehilangan
hak-hak tertentu seperti :

1) Hak untuk memilih dan dipilih (lihat Undang-undang Pemilu). Di negara
liberalpun demikian pula. Alasannya ialah agar kemurnian pemilihan
terjamin, bebas dari unsur-unsur immoral dan perbuatan-perbuatan yang
tidak jujur.

2) Hak untuk memangku jabatan publik. Alasannya ialah agar publik bebas
dari perlakukan manusia yang tidak baik.

3) Hak untuk bekerja pada perusahan-perusahan. Dalam hal ini telah
diperaktikkan pengendoran dalam batas-batas tertentu.

4) Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu, misalnya saja izin
usaha, izin praktik (dokter, pengacara, notaris, dan lain-lain).

5) Hak untuk mengadakan asuransi hidup.

6) Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan merupakan salah
satu alasan untuk minta perceraian menurut hukum perdata.

" P.A.F Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, 1988, him. 69.

 Tolib Setiady , Ibid, him. 92.
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7) Hak untuk kawin. Meskipun adakalanya seseorang kawin sementara
menjalani pidana penjara, namun itu merupakan keadaan luar biasa dan
hanya bersifat formalitas belaka.

8) Beberapa hak sipil yang lain.

c. Pidana Kurungan
Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya
merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi

kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tesebut di

dalam sebuah lembaga kemasyarakatan.

Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana
penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana
ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana
kurungan menempati urutan ketiga. Lama hukuman pidana kurungan adalah
sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah
dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP, bahwa :

“Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan

karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat

ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali

tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan”.

Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan, yaitu:*®

1) Sebagai custodia honesta untuk tindak pidana yang tidak menyangkut
kejahatan kesusilaan, yaitu delic culpa dan beberapa delic dolus, seperti
perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana

'® Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik, Jakarta:
Rajawali Pers, 2006, him. 289.
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(Pasal 396 KUHP). Pasal-pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh
yang dikemukakan Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan
kesusilaan.

2) Sebagai custodia simplex, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik
pelanggaran.

Dengan demikian bagi delik-delik pelanggaran, maka pidana kurungan menjadi
pidana pokok, khususnya di Belanda pidana tambahan khusus untuk pelanggaran,

yaitu penempatan di tempat kerja negara.

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana
penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban
seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk
membayar sejumlah uang tertentu oleh karana ia telah melakukan suatu perbuatan
yang dapat dipidana. Menurut P.A.F. Lamintang bahwa:*’

Pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku | dan Buku Il KUHP yang
telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi
pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik baik
satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara
saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-
sama.

Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau
kejahatan ringan. Sebagai mana telah dinyatakan oleh Van Hattum bahwa:'®

Hal mana disebabkan karena pembentuk undang-undang telah
menghendaki agar pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi pelaku-pelaku
dari tindak-tindak pidana yang sifatnya ringan saja. Oleh karena itu pula
pidana denda dapat dipikul oleh orang lain selama terpidana. Walaupun
denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda
ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

Y P.A.F. Lamintang, Ibid, him. 69.
® Tolib Setiady, Ibid, him. 104
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2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang

dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam

perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya

dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Menurut Hermin Hadiati Koeswati bahwa

ketentuan pidana tambahan ini berbeda dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana

pokok, ketentuan tersebut adalah:*®

1)

2)

3)

4)

Pidana tambahan hanya dapat dijatunkan di samping pidana pokok.
Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-
satunya.

Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam rumusan suatu
perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman, ini berarti
bahwa pidana tambahan tidak diancamkan.

Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan kepada
beberap perbuatan pidana tertentu.

Walaupun diancamkan secara tegas di dalam perumusan suatu perbuatan
pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan ini adalah fakultatif.
Artinya, diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya atau tidak.

Pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif. la juga bersifat sangat khusus

sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif inilah yang menonjol.

Pidana tambahan pun sering termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi.

a. Pencabutan Hak-hak Tertentu

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh

hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah :

19

Hermin Hadiati, Asas-asas Hukum Pidana. Ujung Pandang : Lembaga Percetakan dan

Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1995, him. 45.
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2)
3)

4)

5)

6)
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Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;

Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;

Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan
aturan-aturan umum;

Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak
menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawasan atas
orang yang bukan anak sendiri;

Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau
pengampuan atas anak sendiri;

Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

Dalam hal dilakukannya pencabutan hak, Pasal 38 ayat (1) KUHP mengatur

bahwa hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai berikut :

1)

2)

3)

Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya
pencabutan adalah seumur hidup.

Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan,
lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima
tahun lebih lama dari pidana pokoknya.

Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun
dan paling banyak lima tahun.

Pencabutan hak itu mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan.

Dalam hal ini hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya

jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

b. Perampasan Barang-barang Tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana harta

kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan

barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu :

1)

2)

Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau
yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan
sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan
perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-
undang;
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3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang
diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang
telah disita.

Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya diganti menjadi
pidana kurungan apabila barang-barang itu tidak diserahkan atau harganya
menurut taksiran dalam putusan hakim tidak dibayar. Kurungan pengganti ini

paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Kurungan pengganti ini juga

dihapus jika barang-barang yang dirampas diserahkan.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa:
“Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab
undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula
bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan
pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang

ditentukan undang-undang”.

Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan terutama untuk
pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaian busuk atau kesembronoan
seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas
ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu. Di dalam KUHP
hanya untuk beberapa jenis kejahatan saja yang diancam dengan pidana tambahan
ini yaitu terhadap kejahatan-kejahatan :

1) Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan

Angkatan Perang dalam waktu perang.
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2) Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang
membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena alpa.

3) Kesembronoan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain luka atau mati.

4) Penggelapan.

5) Penipuan.

6) Tindakan merugikan pemiutang.

C. Pidana dan Tujuan Pemidanaan

Di indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan
pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam
tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP
Nasional telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Buku Kesatu Ketentuan
Umum dala Bab Il dengan judul Pemidanaan, Pidana dan Tindakan. Tujuan
pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:®
1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik
secara menakut-nakuti orang banyak (generals preventif) maupun
menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar
dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif), atau
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan
kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga
bermanfaat bagi masyarakat.
Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan

masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat,

serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

% Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 1981,

him. 16
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Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk
menderitakan dan merendahkan martabat manusia. P.A.F. Lamintang
menyatakan:*!
Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai
dengan suatu pemidanaan, yaitu :
1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-
kejahatan, dan
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk
melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan
cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.
Dari kerangka pemikiran di atas, melahirkan beberapa teori tentang tujuan
pemidanaan. Pada umumnya teori-teori pemidanaan terbagi atas tiga. Pada bagian
ini penulis akan menguraikan teori tersebut sebagai berikut :
1. Teori Absolut atau Teori pembalasan (Vergeldings Theorien)
Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan
kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori
Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis,
seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan
hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain
hakikat pidana adalah pembalasan (revegen). Sebagaimana yang dinyatakan
Muladi bahwa:?
Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas
kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan
terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan

bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang
telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang

** P.AF. Lamintang, Ibid, him. 23.
2 7ainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta,, 2007, him. 11.
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harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan

kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.
Dari teori tersebut di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan
etika, di mana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman
itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah

etika yang jahat ke yang baik.

Menurut Vos, bahwa:
Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalsan subyektif dan
pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap
kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan

terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.

b. Teori Relatif atau Tujuan (Doel Theorien)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah
alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda
dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi
hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya
memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan

proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa:**

Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana

» Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, him. 27.
** Zainal Abidin, Ibid, him. 11
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mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju
kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk
mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan

untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Teori ini memunculkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik
pencegahan khusus (speciale preventie) yang ditujukan kepada pelaku maupun
pencegahan umum (general preventie) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif
ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, detterence, dan
reformatif. Tujuan preventif (prevention) untuk melindungi masyarakat dengan
menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti
(detterence) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi
individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatanya, maupun bagi publik sebagai
langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (reformation) untuk mengubah
sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga
nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai

manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

c. Teori Gabungan/modern (Vereningings Theorien)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat
plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut
(pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana
pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai

suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter
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tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu

reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan
sebagai berikut:?®
1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu
gejala masyarakat.
2) llmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus
memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan
pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya
sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan

tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi denga upaya sosialnya.

Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan
itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah
memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan
bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendakinya suatu perbaikan-perbaikan
dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam
delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak
tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat
tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan

dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

* Djoko Prakoso, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses

Pidana, Liberty, Yogyakarta, him. 47.
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Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam
bahasa Belanda hanya dikenal dengan satu istilah untuk keduanya, yaitu straf.
Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata,
administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang
berkaitan dengan hukum pidana. Apakah pidana itu? Tujuan hukum pidana tidak
terus dicapai dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya represif yang
kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Pidana perlu dijatuhkan kepada

terdakwa karena telah melanggar hukum (pidana).

Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena
melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat.
Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena tindakan dapat berupa nestapa
juga, tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu,

yaitu memperbaiki pembuat.

Wijayanto dan Ridwan Zachrie menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-
unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:*®

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan perderitaan atau
nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;

2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang
mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);

3. Pidana itu dikenekan kepada seseorang yang telah melakukan tindak
pidana menurut undang-undang.

*® Wijayanto dan Ridwan Zachrie, Korupsi Mengorupsi Indonesia, PT Gramedia Pustaka

Utama,Jakarta,2009,hIm. 840..
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Sementara itu yang dimaksud dengan pemidanaan adalah tindakan yang diambil
oleh hakim untuk memidana seorang terdakwa sebagaimana yang dikemukakan
oleh Sudarto:?’

Penghukuman berasal dari kata dasar hukum , sehingga dapat diartikan
sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya
(berschen) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya
menyangkut hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh
karena itu maka tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah
tersebut harus disempitkan artinya yaitu penghukuman dalam perkara
pidana, yang kerap kali bersinonim dengan pemidanaan atau pemberian
atau penjatuhan pidana oleh hakim.

Menurut M. Sholehuddin tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum
pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahtraan
serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan
masyarakat/negara, korban, dan pelaku. M. Sholehuddin (2004 : 59)
mengemukakan sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan atas tujuan pemidanaan
tersebut, yaitu:*®

1.  Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut menjunjung
tinggi harkat dan martabat seseorang.

2.  Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang
sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia
mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha
penanggulangan kejahatan.

3. Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik
oleh terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat).

%7 Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Alumni. Bandung, 1997, him. 36.
® M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System &
Implementasinya, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, him. 59.
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Tujuan pemidanaan dalam hubungannya dengan usaha penaggulangan kejahatan

korporasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penanggulangan kejahatan

korporasi yang dilakukan secara integratif melalui kebijakan penal dengan

menggunakan sarana hukum pidana dan penanggulangan kejahatan korporasi

melalui kebijakan non penal dengan menggunakan sarana selain hukum pidana.

Sementara itu menurut Muladi tujuan pemidanaan haruslah bersifat integratif,

yaitu:*°

1. Perlindungan masyarakat;

2. Memelihara solidaritas mayarakat;
3. Pencegahan (umum dan khusus);
4. Pengimbalan/pengimbangan.

Dalam masalah pemidanaan dikenal ada dua sistem atau cara yang biasa

diterapkan mulai dari jaman Wetboek van Strafrecht (W. v. S) Belanda sampai

dengan sekarang yang diatur dalam KUHP, yaitu :

1. Bahwa orang dipenjara harus menjalani pidananya dalam tembok

penjara. la harus di asingkan dari masyarakat ramai dan terpisah dari
kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka yang bebas. Pembinaan

bagi terpidana juga harus dilakukan di belakang tembok penjara.

2. Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk

kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi.

Berkaitan dengan pemidanaan, maka muncullah teori-teori mengenai hal tersebut :

» Muladi. Lembaga Pidana Bersyarat, P.T. Alumni. Bandung, 2004, him. 11.
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1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (vergeldings theorien)

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang
praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung
unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena
dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat
menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana
kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana
merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi

menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah.*

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (doeltheorien)

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana.
Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu
dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri.
Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan. Dengan
demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja.
Teori ini juga dinamakan teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan
kepda upaya agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi

(prevensi).

Teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si
penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi.

Menurut Zevenbergen “terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat, yaitu

** A. Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Raja

Grafindo Persada, Jakarta, 2005, him. 31.
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perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral.” ' Perbaikan
yuridis mengenai sikap si penjahat dalam hal menaati undang-undang. Perbaikan
intelektual mengenai cara berfikir si penjahat agar ia insyaf akan jeleknya
kejahatan. Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar

ia menjadi orang yang bermoral tinggi.

3. Teori Gabungan (verenigingstheorien)

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang hukum pidana, muncul teori
ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum
pidana. Akan tetapi di pihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur
memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul
karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif, kelemahan kedua
teori tersebut adalah:*

Kelemahan teori absolut :

1. Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak
semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus
dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.

2. Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka

mengapa hanya Negara saja yang memberikan pidana?

*1 Wirjono Prodjodikoro, Ibid, him. 26.
* Hermien Hadiati, Ibid, him 11-12.
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Kelemahan teori tujuan :

1.

Dapat menimbulkan ketidak adilan pula. Misalnya untuk mencegah
kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku
kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekadar untuk menakut-
nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan
dengan keadilan.

Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata
untuk memperbaiki sipenjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan
dengan demikian diabaikan.

Sulit untuk dilaksanakan dalam peraktek. Bahwa tujuan mencegah
kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktek sulit

dilaksanakan. Misalnya terhadap residive.

Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat

dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitik beratkan pembalasan, ada

pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Yang pertama, yaitu

menitik beratkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe. Pompe menyatakan:*®

Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat
dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap
tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan
dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena
hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan
berguna bagi kepentingan umum.

* Andi Hamzah, Ibid, him. 36.
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Van Bemmelan pun menganut teori gabungan (Andi Hamzah, 2005 : 36), ia
menyatakan :
Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat.
Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana
dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan

terpidana kedalam kehidupan masyarakat.

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitik beratkan keadilan mutlak
yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarkat. Dasar
tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan
yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan
beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh

apa yang berguna bagi masyarakat.

Teori yang dikemukakan oleh Grotius tersebut dilanjutkan oleh Rossi dan
kemudian Zenvenbergen, yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah
pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana melindungi tata hukum. Pidana
mengembalikan hormat terhadap hukum dan.** Teori gabungan yang kedua yaitu
menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih
berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari

pada yang seharusnya.

> 1bid, him. 37.
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Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu
perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana
tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana ialah melindungi kesejahtraan masyarakat.
Menurut VVos ”pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan yang khusus
kepada terpidana, karena kalau ia sudah pernah masuk penjara ia tidak terlalu
takut lagi, karena sudah berpengalaman.”® Teori gabungan yang ketiga, yaitu
yang memandang pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Menurut E.

Utrecht teori ini kurang dibahas oleh para sarjana.*®

D. Pelaku dan Pertanggungjawaban Pidana

Pelaku menurut KUHP dirumuskan dalam pasal 55 ayat 1 yaitu dipidana sebagai
pelaku tindak pidana:
“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta
melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya

melakukan perbuatan”.

Terhadap kalimat: dipidana sebagai pelaku, timbul perbedaan pendapat
dikalangan para penulis hukum pidana, yaitu apakah yang disebut Pasal 55 ayat
(1) KUHP itu adalah pelaku (dader) atau hanya disamakan sebagai pelaku ( alls
dader) dalam hal ini ada 2 (dua) pendapat, yaitu :

1. Pendapat yang luas (ekstentif) pendapat ini memandang sebagai pelaku

(dader) adalah setiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi

% Ibid
% Ibid
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rumusan tindak pidana, artinya mereka yang melakukan, yang memenuhi
syarat bagi terwujudnya suatu akibat berupa tindak pidana. Jadi menurut
pendapat ini, mereka semua yang disebut dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP
itu adalah pelaku (dader). Penganutnya adalah M.v. T.Pompe, Hazewinkel
Suringa, Van Hanttum, dan Moeljatno.

2. Pendapat yang sempit (resktriktif) pendapat ini memandang (dader) adalah
hanyalah orang yang melakukan sendiri rumusan tindak pidana. Jadi
menurut pendapat ini, si pelaku (dader) itu hanyalah yang disebut pertama
(mereka yang melakukan perbuatan) pada Pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu
yang personal (persoonlijk) dan materiil melakukan tindak pidana, dan
mereka yang disebut pasal 55 ayat (1) KUHP bukan pelaku (dader),
melainkan hanya disamakan saja (ask dader) penganutnya adalah H.R.

Simons, van hamel, dan Jonkers.

Mereka yang melakukan tindak pidana terhadap perkataan ini terdapat beberapa
pendapat:

1. Simons, mengartikan bahwa yang dimaksudkan dengan (zij die het feit
plgeen) ialah apabila seseorang melakukan sendiri suatu tindak pidana,
artinya tidak ada temannya (alleendaderschaft).

2. Noyon, mengartikan bahwa yang dimaksud dengan zij die het feit plgeen
ialah apabila beberapa orang (lebih dari seorang) bersama-sama
melakukan suatu tindak pidana.

3. Sarjana lain, menyatakan bahwa sebenarnya dengan dicantumkannya

perumusan zij die het feitplgeen itu dalam Pasal 55 KUHP adalah



43

overbody atau berkelebihan, sebab jika sekiranya perumusan itu tidak

dicantumkan dalam pasal tersebut, maka akan dapat ditemukan siapa

pelakunya, yaitu:

a. Dalam delik formal, pelakunya ialah setiap orang yang melakukan
perbuatan yang memenuhi rumusan delik

b. Dalam delik materil, pelakunya ialah setiap orang Yyang
menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.

c. Dalam delik yang memenuhi unsur kedudukan (kualitas), pelakunya
adalah setiap orang yang memiliki unsur kedudukan (kualitas)
sebagaimana dilakukan dalam delik. Misalnya, dalam delik-delik
jabatan, yang dapat melakukannya adalah pegawai negeri. Dari
uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku adalah setiap orang
yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan tindak

pidana.

Apabila kita bandingkan pendapat-pendapat diatas, maka pendapat simons tidak
tepat, karena rumusan zij die het feit plgeen itu tercantum dalam Pasal 55 KUHP,
yang ditempatkan dibawah bab 5 buku 1 KUHP, tentang penyertaan dalam tindak
pidana, artinya dalam suatu tindak pidana terlibat beberapa orang, sehingga

pendapat simons yang mengartikan tidak ada temannya tidak pada tempatnya.
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E. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui

Pengadilan Tipikor

Menurut Fockema Andreae®’ kata korupsi berasal dari bahasa latin corruptio atau
coruptus, corrupt ; Prancis yaitu corruption dan Belanda yaitu crrouptie
(koruptie). Kita bisa memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu
turun kebahasa Indonesia yaitu korupsi. Arti harfiah dari kata itu adalah
kebusukan, kejahatan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral,
penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina  atau
memfitnah seperti dapat dibaca dalam The Lexicon Webster Dictionary :
“ Corruption {L. Corruptio (n-) } The act of corrupting or the state of
bein, corrupt ; putrefactive decomposition, putrid matter, moral
perversion, depravity perversion of integrity; corrupt or dishonest
procedungs, bribery; perversion from a state of purity; debasement, as of
a language, a debased form of a word 38
Rumusan korupsi dari sisi pandangan sosiologis menurut makna korupsi secara
sosiologis dikaji oleh Martiman Prodjohamodjojo®® dengan mengemukakan
pendapat Syeid Hussein Alatas yang mengatakan bahwa :
“ Terjadi korupsi adalah apabila seorang pegawai negeri menerima
pemberian yang disodorkan oleh seseorang dengan  maksud
mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada
kepentingan-kepentingan sipemberi. Kadang-kadang juga berupa
perbuatan menawarkan pemberian uang atau hadiah lain yang dapat
menggoda pejabat. Termasuk juga dalam pengertian ini yakni pemerasan

berupa permintaan pemberian atau hadiah dalam pelaksanaan tugas-tugas
publik yang mereka urus bagi kepentingan mereka sendiri”.

" Fockema Andrea, Kamus Hukum terjemahan Bina cipta, Bina Cipta, Bandung, 1983, huruf C
% The New Lexicon Webster International Dictionary of English Language, The English
Language Institute of America Inc, New York, 1978

% Martiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Pradnya
Paramita, Jakarta, 2000, hal. 11
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Sementara itu Baharuddin Lopa* mengutip pendapat dari David M. Chalmers,
menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut
masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan
yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari definisi
yang dikemukan antara lain berbunyi, financial manipulations and deliction
injurious to the economy are often labeled corrupt ( manipulasi dan keputusan
mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan
perbuatan korupsi). Selanjutnya ia menjelaskan the term is often applied also to
misjudgements by officials in the public economies (istilah ini juga sering
digunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang
perekonomian umum ). Dikatakan pula disguised payment of the form of gifts,
legal fees, employment, favors to relatives, social influence, or any relationship
that sacrifices the public and welfare, with or without the implied payment of
money, is usually considered corrupt ( pembayaran terselubung dalam bentuk
pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah kepada
sanak keluarga, pengaruh kedudukan sosial, atau hubungan apa saja yang
merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran
uang , biasanya dianggap sebagai perbuatan korupsi). la menguraikan pula bentuk
korupsi yang lain, yang diistilahkan political corruption (politik korupsi) adalah
electoral corruption includes purchase of vote with money, promises of office or
special favors, coercion, intimidation, and interference with administrative of

judicial decicion, or govermental appoinment ( korupsi pada pemilihan umum

0 Baharuddin Lopa, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2003, hal. 33
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termasuk memperoleh suara dengan uang , janji dengan jabatan atau hadiah
khusus , paksaan, intimidasi dan campur tangan terhadap kebebasan memilih.
Korupsi dalam jabatan melibatkan penjualan suara dalam lagislatif, keputusan

administrasi, atau keputusan yang menyangkut pemerintahan).

Secara yuridis pengertian korupsi dapat dilihat dalam pasal 2 Undang-undang No.
20 Tahun 2001 Jo UU No 31 Tahun 1999 yakni “Setiap orang yang secara
melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara”. Kemudian Pasal 3
yakni “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang
lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan

keuangan negara atau perekonomian negara”.**

I.G.M Nurdjana mengemukakan rumusan korupsi dari sisi pandang teori pasar
dengan mengutip pendapat Jacob Van Klaveren mengatakan bahwa seorang abdi
negara ( pegawai negeri) yang berjiwa korup menganggap kantor / instansinya
sebagai perusahaan dagang, sehingga dalam pekerjaannya mengusahakan

pendapatannya semaksimal mungkin.*?

' Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi,

Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4150,
pasal 2 dan 3

*2 |GM. Nurdjana, Korupsi dan Illegal Loging Dalam Sistem Desentralisasi, Pustaka Pelajar, Yog
yakarta, 2005, hal. 21

* Adnan Buyung Nasution,dkk, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia, (Yogyakarta:
AdityabMedia, 1999), him. iii.
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Berdasarkan dari beberapa rumusan korupsi di atas maka dapat disimpulkan
bahwa korupsi merupakan suatu perbuatan melawan hukum baik secara langsung
maupun tidak langsung dapat merugikan perekonomian atau keuangan negara
yang dari segi materil perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang
bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat. Pengertian korupsi ini
seringkali tidak dapat dibedakan dengan pengertian kolusi dan nepotisme. Secara
gramatikal menjadi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Hal ini disebabkan
oleh karena ketiga perbuatan itu mempunyai batasan yang sangat tipis dan dalam
prakteknya seringkali menjadi satu kesatuan tindakan atau merupakan unsur-unsur
dari perbuatan korupsi.

Korupsi tidak mungkin sepenuhnya dihilangkan karena manusia pada dasarnya
menyandang naluri corruption disamping sifat hanif (tidak lepas dari berbuat
dosa). Karena itu, hal yang terpenting adalah bagaimana mencegah potensi
korupsi tidak menjadi aktual dan bagaimana menciutkan ruang gerak korupsi
secara sistemik. Tetapi untuk menemukan terapi yang tepat diperlukan diagnosis
yang benar.*®

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dikatakan bahwa faktor-faktor penyebab
korupsi mencakup berbagai dimensi, bisa dari bidang moral, sosial, ekonomi,
politik, budaya, administrasi, dan sebagainya. Menghadapi faktor-faktor penyebab
korupsi tersebut, penegakan hukum (pidana) saja bukanlah merupakan alat yang
paling efektif untuk menanggulangi korupsi. Upaya penanggulangan korupsi

tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan perangkat hukum (pidana).**
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Keterbatasan kemampuan hukum pidana itu, menurut Wijayanto dan Ridwan

Zachrie, disebabkan hal-hal berikut:*

1. Sebab-sebab terjadinya kejahatan (khususnya korupsi) sangat kompleks

dan berada diluar jangkauan hukum pidana.

Hukum pidana yang merupakan bagian kecil (subsistem) dari sarana
kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai
masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks
(sebagaimana masalah sosiopsikologis, sosiopolitik, sosioekonomi,
sosiokultural, dan sebagainya).

Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya
merupakan “kurieren am symptom” (penanggulangan/pengobatan gejala),
oleh karena itu, hukum pidana hanya merupakan “pengobatan
simptomatik” dan bukan “pengobatan kausatif”.

Sanksi hukum pidana hanya merupakan “remedium” yang mengandung
sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek

samping yang negatif.

“ Wijayanto dan Ridwan Zachrie, Korupsi Mengorupsi Indonesia, PT Gramedia Pustaka
Utama,Jakarta,2009,him. 840..

* 1bid, him. 87.
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5. Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak
bersifat struktural/fungsional.
6. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang
bersifat kaku dan imperative.
7. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung
yang lebih bervariasi dan lebih menuntut “biaya tinggi’.
Oleh karena itu, sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa untuk melakukan
penegakan hukum, khususnya pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi
maka ada beberapa unsur atau komponen yang harus dipenuhi secara keseluruhan
yang meliputi:
1. Materi hukum/substansi hukum.
2. Aparat penegak hukum.
3. Budaya hukum.

4. Sarana dan prasarana hukum.

Keempat faktor ini erat kaitannya satu sama lain dan merupakan tolak ukur untuk
menentukan efektifitas penegakan hukum. Meskipun demikian seorang ahli
hukum terkemuka di Belanda bernama Taverne justru lebih memberikan perhatian
kepada kemampuan dan kualitas aparat penegak hukum, sehingga suatu peraturan
perundangan tidak baik sekalipun, apabila dilaksanakan oleh aparat penegak
hukum yang baik, maka akan menghasilkan output yang baik dalam penegakan

hukum.
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Akan tetapi dalam pemahaman yang lebih komprehensif kita mesti menempatkan
aparat penegak hukum itu dalam kedudukannya hanya sebagai subsistem dari
sebuah sistem yang dinamakan “legal system”. Dalam setiap sistem hukum
terdapat tiga elemen yang akan menentukan berjalan tidaknya sistem hukum
tersebut. Ketiga elemen itu meliputi komponen substansial (legal substance),
Komponen struktural (legal structure) dan komponen kultural (legal culture).
Dari ketiga komponen ini yang paling menentukan berjalan tidaknya sistem
hukum itu adalah budaya hukum. Budaya hukum itu dapat dipahami sebagai sikap

dan pandangan masyarakat terhadap hukum termasuk aparat penegak hukum.



